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TENTANG

PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUSWAJIB PAJAK DALAM PELAYANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

“Aa.

BUPATI SIAK,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian
Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah
Daerah, ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan
Konfirmasi Status Wajib Pajak dan penelitian terhadap
pemenuhan kewajiban Pajak Daerah oleh pemerintah
daerah diatur dengan peraturan kepala daerah,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Siak,

b.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah
diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880),

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724),

3.



10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038),

4.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan
Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679):

7.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601):

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402):

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041),



11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6215),

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
221):

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1906),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian
Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 126):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956):

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Konfirmasi Status Wajib
Pajak dalam Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi
Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 809),

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019
Nomor 10):



20. Peraturan Bupati Siak Nomor 77 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak (Berita Daerah
Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 77):

21. Peraturan Bupati Siak Nomor 116 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak (Berita Daerah
Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 116),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PELAYANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

l.
2.

Daerah adalah Kabupaten Siak.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Siak.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Perangkat daerah kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari
sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis
daerah, kecamatan dan kelurahan.

3.

5.

6.

7.

8.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang
selanjutnya disebut sebagai DPMPTSP adalah perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah.
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya
disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disebut
BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.
Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk
memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib
Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan
dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas
sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam
kemudahan pelayanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single
Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha
yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri,
pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku
Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut
Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi
penanaman modal.
Sistem Informasi Layanan Perizinan yang selanjutnya disingkat SMILE
adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh DPMPTSP Kabupaten
Siak untuk penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan secara
elektronik.

Pasal 2

Maksud Pelaksanan Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah untuk
mengkorfirmasi Validasi NPWP dan kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan.

Pasal3

Tujuan Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah:
a.

b.
Cc.

menyusun database Wajib Pajak dalam rangka penggalian potensi
pendapatan daerah,
meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak,
meningkatkan pendapatan daerah dari penerimaan Dana Bagi Hasil
Pajak,



d.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

terlaksananya Konfirmasi Status Wajib Pajak sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku sebelum layanan publik yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan
untuk meningkatkan pendapatan daerah dari penerimaan Dana Bagi
Hasil Pajak Penghasilan.

BAB II
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal4

Setiap pemberian layanan publik pada DPMPTSP Kabupaten Siak
dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak.
Layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa layanan
Perizinan dan Nonperizinan.
Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui :

a. OSS, atau
b. SMILE: atau
Cc. aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian

Keuangan.

Pasal5
Dalam hal pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tidak dapat dilakukan, Konfirmasi
Status Wajib Pajak dapat dilakukan secara manual oleh Wajib Pajak
untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak dengan status valid.
Keterangan Status Wajib Pajak dengan status valid dapat diperoleh dari
Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat
Jenderal Pajak yang mewakili Kantor Pelayanan Pajak.

Pasal6

Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) yang memuat status valid digunakan sebagai persyaratan
sebelum pemberian Perizinan dan Nonperizinan pada DPMPTSP
Kabupaten Siak.
Dalam hal pemohon Perizinan dan Nonperizinan memperoleh Keterangan
Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid, permohonan
Perizinan dan Nonperizinan pada DPMPTSP Kabupaten Siak yang
diajukan tidak dapat diproses lebih lanjut.
Permohonan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat diajukan kembali setelah pemohon Perizinan dan
Nonperizinan memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat
status valid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan.



BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Siak.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
da tanggal 28 Mei 2020

BUPATI
IAK,4

n

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 28 Mei 2020

da Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

NIA
na

Drs. H. JAMALUDDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip 19630808 198702 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR s7?


